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KEMENHUB. Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan
Subsidi Angkutan Udara Kargo. Kriteria.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 79 TAHUN 2017
TENTANG

KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Menimbang

DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menghubungkan daerah terpencil, daerah
tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda
transportasi lain serta guna mendorong pertumbuhan dan
pengembangan wilayah guna mewujudkan stabilitas,
pertahanan dan keamanan negara maka perlu
diselenggarakan angkutan udara perintis penumpang;
bahwa untuk mendukung penurunan disparitas harga
barang di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan
perbatasan, perlu diselenggarakan program jembatan
udara yang terdiri dari angkutan udara perintis kargo
dan subsidi angkutan udara kargo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Kriteria dan Penyelenggaraan
Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan
Udara Kargo;
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Mengingat

1.

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang
Penetapan  Daerah  Tertinggal Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 259);

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk
Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal,
Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45
Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 817);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Otoritas Bandar Udara;
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10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69
Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1046);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 816).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA
DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA
PERINTIS DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara
niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute
penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan
tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda
transportasi lain dan secara komersial belum
menguntungkan.

2.  Rute Perintis adalah rute yang menghubungkan daerah
terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum
terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial

belum menguntungkan.
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10.

Tiket Angkutan Udara Perintis adalah dokumen berbentuk
cetak yang merupakan salah satu alat bukti adanya
perjanjian antara penumpang dan pelaksana angkutan
udara perintis untuk menggunakan pesawat udara atau
diangkut dengan pesawat udara.

Angkutan Udara Perintis Kargo adalah kegiatan angkutan
udara kargo dalam negeri yang melayani jaringan dan rute
penerbangan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil,
terluar dan perbatasan dengan diberikan subsidi operasi
angkutan udara.

Subsidi Angkutan Udara Kargo adalah kegiatan angkutan
udara kargo dalam negeri yang melayani rute
penerbangan dari dan ke bandar udara yang ditetapkan
dengan diberikan subsidi operasi angkutan udara.

Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat
udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang
kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan
atau barang yang tidak bertuan.

Koordinator Wilayah adalah Kepala Unit Penyelenggara
Bandar Udara yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan
penyelenggaraan angkutan wudara perintis dan/atau
subsidi angkutan udara kargo pada wilayah yang
ditentukan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga
negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan
usaha di bidang Perdagangan.

Pelaksana Angkutan Udara Perintis adalah Badan Usaha
Angkutan Udara atau pemegang izin kegiatan angkutan
udara yang melayani angkutan udara perintis.

Pelaksana Subsidi Angkutan Udara Kargo adalah Badan
Usaha Angkutan Udara yang melayani Subsidi Angkutan
Udara Kargo.
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Log Book adalah pencatatan dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan
udara kargo.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Menteri adalah Menteri Yang Membidangi Urusan
Penerbangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan

Udara.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang:

1.

Angkutan Udara Perintis, yang terdiri atas:
a. angkutan udara perintis penumpang; dan

b. angkutan udara perintis kargo.

2. Subsidi Angkutan Udara Kargo.

(1)

(2)

BAB II
ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Bagian Kesatu

Angkutan Udara Perintis Penumpang

Pasal 3
Angkutan wudara perintis penumpang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a dilaksanakan
berdasarkan Rute Perintis yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
Rute Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan kriteria untuk:
a. menghubungkan daerah terpencil dan daerah
tertinggal; atau
b. menghubungkan daerah yang belum terlayani oleh
moda transportasi lain dan apabila dilayani oleh
angkutan udara niaga berjadwal belum

menguntungkan.
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(3)

(4)

Daerah terpencil dan daerah tertinggal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. daerah yang sulit aksesibilitas dengan ibu kota
propinsi dan/atau daerah lain yang mempunyai
keterhubungan secara ekonomi,

b. daerah perbatasan dengan negara lain berdasarkan
penetapan oleh Badan yang membidangi pengelolaan
perbatasan;

c. pulau-pulau kecil terluar berdasarkan penetapan
Presiden; atau

d. daerah tertinggal berdasarkan penetapan Presiden.

Kriteria daerah yang sulit aksesibilitas dengan ibu kota

propinsi dan/atau daerah lain yang mempunyai

keterhubungan secara ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, berupa:

a. pelayanan dan ketersediaan moda transportasi lain
pada rute perintis tersebut memiliki kapasitas
terbatas dibandingkan kebutuhan angkutan dan

kesinambungan pelayanan tidak teratur; dan

b. waktu tempuh yang lama dengan moda transportasi

selain transportasi udara; atau

C. keadaan di daerah yang pada waktu-waktu tertentu

pelayanan moda transportasi yang sudah tersedia
tidak berkesinambungan dikarenakan faktor alam

dan infrastruktur yang tidak mendukung.

Pasal 4

(1)Dalam melakukan pengangkutan penumpang, Pelaksana

()

Angkutan Udara Perintis menerbitkan Tiket Angkutan Udara
Perintis yang diperjual belikan kepada pengguna jasa
pelayanan angkutan udara perintis.

Tiket Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nomor, tempat dan tanggal penerbitan;

b. nama penumpang dan nama pengangkut;

c. tempat, tanggal, waktu pemberangkatan dan tujuan

pendaratan;
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d. nomor penerbangan;
e. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
f. tarif angkutan udara perintis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Penjualan tiket angkutan udara perintis menjadi tanggung
jawab Pelaksana Angkutan Udara Perintis

Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angkutan udara
perintis penumpang diatur dengan Peraturan Direktur

Jenderal.

Bagian Kedua

Angkutan Udara Perintis Kargo

Pasal 6

(1) Angkutan udara perintis kargo sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 angka 1 huruf b, dilaksanakan
berdasarkan rute perintis kargo yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

(2) Rute perintis kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan kriteria untuk:

a. mengangkut barang/kargo ke dan dari daerah terpencil
dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani
oleh moda transportasi lain; dan/atau

b. mendukung penurunan disparitas harga barang
kebutuhan masyarakat.

(3) Daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang
belum terlayani oleh moda transportasi lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. daerah yang sulit aksesibilitas dengan ibu kota
propinsi dan/atau daerah lain yang mempunyai
keterhubungan secara ekonomi;

b. daerah perbatasan dengan negara lain berdasarkan
penetapan oleh Badan yang membidani pengelolaan

perbatasan;
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(4)

(1)

()

c. pulau-pulau kecil terluar berdasarkan penetapan
Presiden; atau

d. daerah tertinggal berdasarkan penetapan Presiden.

Mendukung penurunan disparitas harga barang

kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, yaitu mendukung upaya untuk

memperkecil perbedaan harga barang kebutuhan

masyarakat antar daerah.

Pasal 7

Jenis barang/kargo yang dapat diangkut melalui

angkutan udara perintis kargo meliputi:

a. barang kebutuhan pokok dan barang penting,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. ternak; dan

c. jenis barang lain sesuai dengan kebutuhan
masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan
perbatasan.

Jenis barang/kargo yang dapat diangkut melalui

angkutan udara perintis kargo sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan penetapan Menteri yang
membidangi urusan perdagangan setelah berkordinasi

dengan Menteri dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pengangkutan barang/kargo sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 harus disertai dengan rekomendasi dari Menteri yang

membidangi urusan perdagangan atau pemerintah daerah

terkait.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Angkutan Udara Perintis

Kargo diatur dengan Peraturan Menteri.
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Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan

barang/kargo melalui angkutan udara perintis kargo diatur

dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Penetapan Rute Perintis

Pasal 11

(1) Rute perintis sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 dan
Pasal 5 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

usulan rute angkutan udara perintis diajukan oleh

Koordinator Wilayah kepada Direktur Jenderal secara

tertulis;

usulan rute perintis terdiri dari rute lama (existing)

dan rute baru disampaikan setelah berkoordinasi

dengan Kantor Otoritas Bandar Udara, Unit Pelaksana

Bandar Udara cakupan dan Pemerintah Daerah

Setempat;

usulan rute angkutan udara perintis yang diajukan

oleh Koordinator Wilayah, wajib disertai dengan data

kelengkapan sebagai berikut:

1. surat pernyataan oleh Kepala Unit Penyelenggara
Bandar Udara atau Koordinator Wilayah terkait
tentang kesiapan operasional bandar udara pada
rute-rute yang diusulkan;

2. Kerangka Acuan Kerja (Term of Referrence/ TOR) dan
perhitungan rincian kebutuhan anggaran biaya
dalam 1 (satu) periode pelaksanaan angkutan udara
perintis;

3. data dukung wuntuk angkutan udara perintis
penumpang berupa:

a) data aksesibilitas dengan ibu kota propinsi
dan/atau daerah lain yang mempunyai
keterhubungan  secara  ekonomi  yang
meliputi:

1) pelayanan dan ketersediaan moda
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b)

c)

-10-

transportasi lainnya meliputi:
(@) jenis dan jumlah moda transportasi
lainnya; dan

(b) kapasitas tiap moda transportasi.

2) waktu tempuh dengan moda transportasi
lainnya;

3) kondisi kesinambungan pelayanan moda
transportasi lainnya; dan

4) data potensi keterhubungan secara
ekonomi ditunjukkan dengan:

(@) besarmnya Pendapatan Daerah Regional
Bruto (PDRB) daerah tersebut yang
dirinci per sektor;

(b) analisa ekonomi apabila tersedia
angkutan wudara perintis pada rute
tersebut;

data lokasi daerah sesuai dengan penetapan
daerah terpencil, terluar dan perbatasan;
data bandar udara terkait;

d) jumlah potensi permintaan angkutan udara

h)

perintis dibagi atas:

1) profesi masyarakat; dan

2) tujuan melakukan kegiatan perjalanan.

hasil koordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar
Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara terkait
dan Pemerintah Daerah,;

usulan jumlah frekuensi penerbangan, target
penumpang yang akan diangkut dan waktu
tempuh beserta jarak terbang;

rincian perhitungan total biaya operasi pesawat
udara yang dapat digunakan untuk melayani rute
perintis beserta biaya operasi pesawat udara per
rute perintis; dan

untuk rute lama (existing) yang diusulkan kembali
wajib menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan

angkutan udara perintis.
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4. data dukung untuk angkutan udara perintis kargo
berupa:

a) hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah
terkait dengan rencana:

1) jumlah dan jenis kebutuhan barang/kargo;

2) perseorangan atau badan usaha yang
melakukan distribusi barang; dan

3) pengawasan harga, jenis dan jumlah
barang kargo yang diangkut sampai ke
konsumen

b) data bandar udara terkait;

¢) hasil koordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar
Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara terkait
dan Pemerintah Daerah;

d) usulan jumlah frekuensi penerbangan, target
barang/kargo yang akan diangkut dan waktu
tempuh beserta jarak terbang;

€) rincian perhitungan total biaya operasi pesawat
udara yang dapat digunakan untuk melayani rute
perintis beserta biaya operasi pesawat udara per
rute perintis; dan

f) untuk rute lama (existing) yang diusulkan
kembali wajib menyampaikan hasil evaluasi
pelaksanaan angkutan udara perintis.

d. usulan rute perintis disampaikan kepada Direktur

Jenderal paling lambat awal bulan Juli tahun

anggaran sebelumnya,;

e. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap rute

yang diusulkan berdasarkan kriteria sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5; dan

f. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam huruf e, Direktur Jenderal menetapkan rute
angkutan udara perintis.
Contoh data kelengkapan pengajuan usulan rute
angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c¢ tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan Dbagian tidak terpisahkan dari
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Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis

Pasal 12
Angkutan udara  perintis  diselenggarakan  oleh
pemerintah.
Pelaksanaan angkutan perintis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha angkutan udara
niaga melalui proses pelelangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
Dalam keadaan tidak tersedianya badan usaha angkutan
udara niaga untuk melayani kegiatan angkutan udara
perintis pada suatu lokasi, pemegang izin kegiatan
angkutan udara bukan niaga dapat melaksanakan angkutan
udara perintis berdasarkan izin Menteri setelah dilakukan
evaluasi teknis dan operasional oleh  Direktur
Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
Kegiatan angkutan udara perintis oleh pemegang izin
kegiatan angkutan wudara bukan niaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses
pelelangan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Pasal 13

Badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin
kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan
kegiatan angkutan udara perintis diberikan kompensasi
untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara
perintis sesuai dengan rute dan jadwal yang telah
ditetapkan.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

berupa:
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a. pemberian rute lain di luar rute perintis bagi badan
usaha angkutan wudara niaga berjadwal untuk
mendukung kegiatan angkutan udara perintis;

b.  subsidi biaya operasi angkutan udara; dan/atau

c. subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak.

Subsidi biaya operasi angkutan udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan subsidi biaya angkutan

bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dapat diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Subsidi biaya operasi angkutan udara perintis

penumpang dan angkutan udara perintis kargo diberikan

setelah dikurangi pendapatan dari target penumpang
atau kargo yang diangkut.

Pendapatan dari target kargo diangkut sebagaimana

dimaksud ayat (4) dapat tidak ditetapkan berdasarkan

pertimbangan dari Koordinator Wilayah dengan tujuan
untuk memperkecil disparitas harga atau bantuan
kemanusiaan.

Subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan pada bandar

udara yang tidak memiliki depo pengisian bahan bakar,

sehingga harga bahan bakar minyak sama dengan harga di

bandar udara yang memiliki depo pengisian bahan bakar.

Subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui proses

pelelangan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan dan sesuai kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak.

(8) Persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi angkutan udara

perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap

mengacu ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
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Pasal 14

Untuk melakukan kegiatan angkutan udara perintis, badan

usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan

angkutan udara bukan niaga harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki izin usaha angkutan udara niaga atau izin
kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal;

b. izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus
sesuai dengan jenis kegiatan angkutan udara perintis
yang akan diajukan;

c. menguasai pesawat udara yang serviceable sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memiliki Air Operator's Certificate (AOC) atau Operator's
Certificate (OC) yang masih berlaku;

e. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak
sedang menjalani sanksi pidana;

f.  menempatkan pesawat udara untuk kegiatan angkutan
udara perintis sebanding dengan rencana jumlah total
jam terbang dan tersedia pesawat cadangan dengan tipe
pesawat udara yang sekelas yang laik udara atau
serviceable untuk mendukung operasional penerbangan
perintis;

g. menyampaikan analisa kecukupan jumlah armada yang
dimiliki terkait dengan rencana utilitas pesawat udara
untuk melaksanakan angkutan wudara perintis dan
komersial, disertai dengan rotasi diagram pesawat untuk
semua pesawat yang dikuasai; dan

h. memenuhi ketentuan pengadaan jasa angkutan udara
perintis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Bagian Kelima

Pelaksanaan Angkutan Udara Perintis

Pasal 15

(1) Kegiatan angkutan wudara perintis dilaksanakan
berdasarkan rute, target frekuensi penerbangan dan
target penumpang untuk angkutan udara perintis
penumpang dan/atau berdasarkan rute, target
pergerakan penerbangan dan target kargo untuk
angkutan wudara perintis kargo yang ditetapkan
Direktur Jenderal dan dilaksanakan setelah kontrak
ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan angkutan udara perintis dilaksanakan
sesuai dengan jadwal penerbangan yang telah
ditetapkan dalam kontrak.

(3) Dalam  pelaksanaan  penerbangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi pembatalan
penerbangan harus segera diganti penerbangan paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender.

(4) Apabila penggantian penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan sampai
dengan 7 (tujuh) hari kalender maka dikenakan
denda sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

(5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikenakan apabila pembatalan penerbangan akibat

kesalahan Pelaksana Angkutan Udara Perintis.

Pasal 16
Koordinator Wilayah dapat melakukan penyesuaian
penyelenggaraan angkutan udara perintis dalam hal
mengusulkan perubahan rute dan/atau penyesuaian
frekuensi angkutan udara perintis penumpang dan
pergerakan angkutan udara perintis kargo pada tahun

anggaran berjalan.
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Perubahan rute dan frekuensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh melebihi anggaran yang telah
ditetapkan.

Usulan perubahan rute sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan
dilengkapi data dukung dan berasal dari instansi terkait.
Perubahan rute sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur

Jenderal.

BAB III
SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO

Bagian Kesatu

Subsidi Angkutan Udara Kargo

Pasal 17

Dalam rangka mendukung penurunan disparitas harga

barang di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan,

Pemerintah memberikan Subsidi Angkutan Udara Kargo.

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Subsidi Angkutan Udara Kargo sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 dilaksanakan berdasarkan rute yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

berdasarkan kriteria untuk:

a. mengangkut barang/kargo dari dan ke bandar udara
yang ditetapkan untuk diteruskan ke daerah
tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan atau daerah
yang belum terlayani oleh moda transportasi lain;
dan/atau

b. mendukung penurunan disparitas harga barang
kebutuhan masyarakat.

Mendukung penurunan disparitas harga barang

kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, yaitu mendukung upaya untuk
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memperkecil perbedaan harga barang kebutuhan

masyarakat antar daerah.

Pasal 19

(1) Jenis barang/kargo yang dapat diangkut melalui subsidi
angkutan udara kargo meliputi:

a. barang kebutuhan pokok dan barang penting,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. ternak; dan

c. jenis barang lain sesuai dengan kebutuhan
masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan
perbatasan.

(2)Jenis barang/kargo yang dapat diangkut melalui kegiatan
Subsidi Angkutan Udara Kargo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan penetapan Menteri yang
membidangi urusan perdagangan setelah berkordinasi

dengan Menteri dan Pemerintah Daerah.

Pasal 20
Pengangkutan barang/kargo sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 harus disertai dengan rekomendasi dari Menteri
yang membidangi urusan perdagangan atau pemerintah

daerah terkait.

Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Subsidi Angkutan Udara

Kargo diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22
Tata cara pengangkutan barang/kargo melalui Subsidi
Angkutan Udara Kargo diatur dengan Peraturan Direktur

Jenderal.
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Bagian Kedua
Penetapan Rute Subsidi Angkutan Udara Kargo

Pasal 23
(1) Rute Subsidi Angkutan Udara Kargo sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 17 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. usulan rute Subsidi Angkutan Udara Kargo diajukan oleh
Koordinator Wilayah kepada Direktur Jenderal secara
tertulis;

b. usulan rute Subsidi Angkutan Udara Kargo terdiri dari
rute lama (existing) dan rute baru disampaikan setelah
berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara,
Unit Pelaksana Bandar Udara cakupan dan Pemerintah
Daerah Setempat;

c. usulan rute Subsidi Angkutan Udara Kargo yang diajukan
oleh Koordinator Wilayah, wajib disertai dengan data
kelengkapan sebagai berikut:

1. surat pernyataan oleh Kepala Unit Penyelenggara
Bandar Udara atau Koordinator Wilayah terkait
tentang kesiapan operasional bandar udara pada rute-
rute yang diusulkan;

2.  Kerangka Acuan Kerja (Term of Referrence/TOR) dan
perhitungan rincian kebutuhan anggaran biaya dalam
1 (satu) periode pelaksanaan Subsidi Angkutan Udara
Kargo; dan

3. data dukung berupa:

a) hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait
dengan rencana:
1) jumlah dan jenis kebutuhan barang/kargo;
2) perseorangan atau badan wusaha yang
melakukan distribusi barang;
3) pengawasan harga, jenis dan jumlah barang
kargo yang diangkut sampai ke konsumen
b) data bandar udara terkait;
¢) hasil koordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar
Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara terkait
dan Pemerintah Daerah;
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d) usulan jumlah pergerakan penerbangan, target
barang/kargo yang akan diangkut dan waktu
tempuh beserta jarak terbang;

€) rincian perhitungan total biaya operasi pesawat
udara yang dapat digunakan untuk melayani rute
Subsidi Angkutan Udara Kargo beserta biaya
operasi pesawat udara per rute Subsidi Angkutan
Udara Kargo; dan

f) untuk rute lama (existing) yang diusulkan kembali
wajib menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan
Subsidi Angkutan Udara Kargo.

d. usulan rute Subsidi Angkutan Udara Kargo yang
diajukan oleh Koordinator Wilayah merupakan rute
yang mendukung kesinambungan tol laut;

e. usulan rute Subsidi Angkutan Udara Kargo
disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat
awal bulan Juli tahun anggaran sebelumnya;

f. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap rute
yang diusulkan berdasarkan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17; dan

g. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf f, Direktur Jenderal menetapkan rute
Subsidi Angkutan Udara Kargo.

Contoh data kelengkapan pengajuan usulan rute Subsidi

Angkutan Udara Kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Angkutan Udara Kargo

Pasal 24

Pelaksanaan Subsidi Angkutan Udara Kargo dilakukan oleh:

a.

(1)

()

(3)

(4)

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang
angkutan udara melalui penugasan; dan/atau

Badan Usaha Angkutan Udara melalui proses pelelangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Pasal 25

Badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan

kegiatan Subsidi Angkutan Udara Kargo diberikan kompensasi

untuk menjamin kelangsungan pelayanan Subsidi Angkutan

Udara Kargo sesuai dengan rute dan jadwal yang telah

ditetapkan.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

berupa :

a. pemberian rute lain di luar rute Subsidi Angkutan Udara
Kargo bagi badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal untuk mendukung kegiatan Subsidi
Angkutan Udara Kargo;

b.  subsidi biaya operasi angkutan udara; dan/atau

c. subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak.

Subsidi biaya operasi angkutan udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan subsidi biaya angkutan

bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dapat diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Subsidi biaya operasi Subsidi Angkutan Udara Kargo

diberikan setelah dikurangi pendapatan dari target kargo

yang diangkut.
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(5) Subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan pada bandar
udara yang tidak memiliki depo pengisian bahan bakar,
sehingga harga bahan bakar minyak sama dengan harga di
bandar udara yang memiliki depo pengisian bahan bakar.

(6) Subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui
proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan sesuai dengan kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak.

(7)Persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi Subsidi Angkutan
Udara Kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap

mengacu ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Untuk melakukan kegiatan Subsidi Angkutan Udara Kargo, badan

usaha angkutan udara niaga harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki izin usaha angkutan udara niaga yang diterbitkan
oleh Direktur Jenderal;

b. izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus
sesuai dengan jenis kegiatan Subsidi Angkutan Udara Kargo
yang akan diajukan;

c. menguasai pesawat udara yang serviceable sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memiliki Air Operator's Certificate (AOC) yang masih
berlaku;

e. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak
sedang menjalani sanksi pidana;

f.  menempatkan pesawat udara untuk kegiatan Subsidi
Angkutan Udara Kargo sebanding dengan rencana jumlah
total jam terbang dan tersedia pesawat cadangan dengan
tipe pesawat udara yang sekelas yang laik udara atau
serviceable untuk mendukung operasional penerbangan

Subsidi Angkutan Udara Kargo;
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menyampaikan analisa kecukupan jumlah armada yang
dimiliki terkait dengan rencana utilitas pesawat udara
untuk melaksanakan Subsidi Angkutan Udara Kargo dan
komersial, disertai dengan rotasi diagram pesawat untuk
semua pesawat yang dikuasai; dan

memenuhi ketentuan pengadaan jasa Subsidi Angkutan
Udara Kargo sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Subsidi Angkutan Udara Kargo

Pasal 27

(1) Kegiatan Subsidi Angkutan Udara Kargo dilaksanakan
berdasarkan rute, target frekuensi penerbangan dan
target kargo yang ditetapkan Direktur Jenderal dan
dilaksanakan setelah kontrak ditandatangani sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Subsidi Angkutan Udara Kargo dilaksanakan
sesuai dengan jadwal penerbangan yang telah
ditetapkan dalam kontrak.

(3) Dalam  pelaksanaan  penerbangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi pembatalan
penerbangan harus segera diganti paling lambat 7
(tujuh) hari kalender.

(4) Apabila penggantian penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan sampai
dengan 7 (tujuh) hari kalender maka dikenakan
denda sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

(5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikenakan apabila pembatalan penerbangan akibat

kesalahan pelaksana angkutan udara perintis.
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Pasal 28

(1) Koordinator Wilayah dapat melakukan penyesuaian
penyelenggaraan Subsidi Angkutan Udara Kargo dalam
hal penyesuaian jumlah pergerakan Subsidi Angkutan
Udara Kargo pada tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan jumlah pergerakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh melebihi anggaran yang
telah ditetapkan.

BAB IV
EVALUASI RUTE PERINTIS DAN
RUTE SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO

Pasal 29
(1) Evaluasi pelaksanaan pelayanan angkutan udara perintis
dan Subsidi Angkutan Udara Kargo dilakukan sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Direktur Jenderal

Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara,

Koordinator Wilayah dengan melibatkan Unit Pelaksana

Bandar Udara dan Pemerintah Daerah.

(2) Evaluasi pelaksanaan angkutan udara perintis dilaksanakan
berdasarkan:

a. fungsi keperintisan,;

b. kinerja penyelenggaraan angkutan udara perintis;

c. pelaporan Kegiatan Angkutan Udara Perintis yang
dilakukan secara berkala setiap bulan yang dapat
dilakukan secara manual atau elektronik;

d. Log Book; dan

e. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan
insfraktuktur daerah.

(3) Evaluasi pelaksanaan Subsidi Angkutan Udara Kargo
dilaksanakan berdasarkan:

a. kinerja penyelenggaraan Subsidi Angkutan Udara Kargo;

b. pelaporan Kegiatan Subsidi Angkutan Udara Kargo yang
dilakukan secara berkala setiap bulan yang dapat

dilakukan secara manual atau elektronik;
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c. Log Book; dan

d. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan
insfraktuktur daerah.

(4)  Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) merupakan dasar:

a. penetapan sebagai rute perintis dan rute Subsidi
Angkutan Udara Kargo pada tahun berikutnya; atau

b. perubahan rute perintis menjadi rute komersial; atau

c. penghapusan rute perintis dan rute Subsidi Angkutan
Udara Kargo.

Pasal 30
Perubahan rute perintis menjadi rute komersial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, untuk angkutan
udara perintis penumpang dilakukan setelah memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. terpenuhinya target penumpang dan frekuensi yang telah
ditetapkan dalam kontrak;
b. besaran tarif perintis telah mendekati tarif angkutan
udara niaga berjadwal; dan/atau
c. terdapat badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
yang melayani rute tersebut secara komersial dan

berkesinambungan.

Pasal 31

Penyelenggaraan angkutan udara perintis penumpang

dihentikan apabila:

a. pada rute tersebut sudah tersedia moda transportasi lain
dengan kapasitas dan waktu tempuh yang memadai dan
pelayanan yang berkesinambungan; atau

b. pada rute tersebut sudah dilayani angkutan udara niaga
berjadwal sampai dengan akhir tahun anggaran kegiatan

angkutan udara perintis.
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Pasal 32

Penyelenggaraan angkutan udara perintis kargo dan Subsidi

Angkutan Udara Kargo dihentikan apabila:

a. sudah tidak ada barang/kargo yang dikirim melalui
angkutan udara perintis kargo dan Subsidi Angkutan
Udara Kargo; atau

b. tersedia moda transportasi lain yang dapat mendukung

menurunkan disparitas harga.

Pasal 33
Tata cara evaluasi rute perintis dan rute subsidi angkutan

udara kargo diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V
KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 34
(1) Untuk menyelenggarakan angkutan udara perintis dan

Subsidi Angkutan Udara Kargo, Direktur Jenderal menunjuk

Koordinator Wilayah.

(2) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara berurutan sebagai berikut:

a. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara yang memiliki
jumlah rute dan frekuensi penerbangan terbanyak yang
terhubung dari dan ke bandar udara tersebut dalam 1
(satu) jaringan rute penerbangan perintis ; atau

b. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara pada bandar
udara dengan kelas paling tinggi yang melayani

penerbangan perintis.
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BAB VI

KEWAJIBAN TERKAIT PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

UDARA PERINTIS DAN SUBSIDI ANGKUTAN
UDARA KARGO

Pasal 35

Koordinator Wilayah berkewajiban untuk:

a.

menyampaikan persiapan dan pelaksanaan angkutan
udara perintis, subsidi angkutan udara kargo dan/atau
subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak dan jadwal
penerbangan kepada Direktur Angkutan Udara dan
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;

melaksanakan pengawasan pelaksanaan angkutan udara
perintis, subsidi angkutan udara kargo dan/atau subsidi
biaya angkutan bahan bakar minyak sesuai dengan
kontrak termasuk membentuk tim pengawas angkutan
udara perintis pada wilayah cakupannya;

melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b kepada Direktur Jenderal cq. Direktorat
Angkutan Udara dan tembusan kepada Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara setiap 1 (satu) bulan sebagaimana
format laporan yang tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini yang dapat dilakukan secara manual atau
melalui jaringan internet;

melakukan evaluasi penyelenggaraan angkutan udara
perintis, Subsidi Angkutan Udara Kargo dan/atau subsidi
biaya angkutan bahan bakar minyak setiap 6 (enam)
bulan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar
Udara; dan

mempersiapkan kesinambungan pelaksanaan program
angkutan udara perintis dan/atau subsidi angkutan udara

kargo pada tahun berikutnya.
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Pasal 36

Pelaksana Angkutan Udara Perintis berkewajiban untuk:

a. melaksanakan kegiatan angkutan udara perintis sesuai
dengan kontrak yang telah disepakati;

b. mengisi Log Book sesuai format yang telah ditetapkan
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini secara manual
atau melalui jaringan internet;

c. melaporkan Log Book kepada Koordinator Wilayah paling
lama 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan angkutan udara
perintis;

d. menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan
angkutan udara perintis kepada masyarakat dan Pemerintah
Daerah yang diantaranya meliputi:

1. jadwal penerbangan;
2. rute penerbangan; dan
3. perubahan jadwal penerbangan;

e. mengajukan permohonan penerbangan pengganti disertai
dengan kelengkapan data dukung berupa rekomendasi alokasi
ketersediaan waktu terbang (slot time) dalam hal terjadinya
pembatalan penerbangan; dan

f. pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf e wajib disertai dengan alasan pembatalan yang

didukung dengan bukti dari instansi yang berwenang.

Pasal 37

Pelaksana Subsidi Angkutan Udara Kargo berkewajiban untuk:

a. melaksanakan kegiatan Subsidi Angkutan Udara Kargo
sesuai dengan kontrak yang telah disepakati;

b. mengisi Log Book sesuai dengan format yang tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini secara manual
atau melalui jaringan internet;

c. melaporkan Log Book kepada Koordinator Wilayah paling
lama 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan kegiatan

Subsidi Angkutan Udara Kargo;
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d. menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan
kegiatan Subsidi Angkutan Udara Kargo kepada masyarakat
dan Pemerintah Daerah yang diantaranya meliputi:

1. jadwal penerbangan; dan
2. perubahan jadwal penerbangan;

e. mengajukan permohonan penerbangan pengganti disertai
dengan kelengkapan data dukung berupa rekomendasi alokasi
ketersediaan waktu terbang (slot time) dalam hal terjadinya
pembatalan penerbangan; dan

f.  pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud huruf e wajib
disertai dengan alasan pembatalan yang didukung dengan

bukti dari instansi yang berwenang.

BAB VII
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 38
Direktur Angkutan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar
Udara  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan

Peraturan Menteri ini.

Pasal 39
Koordinator Wilayah yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 akan dilakukan evaluasi
dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar
pertimbangan penetapan Koordinator Wilayah pada tahun
berikutnya.

Pasal 40
(1) Pelaksana Angkutan Udara Perintis yang tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf a akan dikenakan sanksi administratif
berupa tidak diperkenankan mengikuti pelelangan tahun

berikutnya.
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(2) Pelaksana Angkutan Udara Perintis yang tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf b sampai dengan huruf e akan dilakukan
evaluasi dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai
dasar pertimbangan pada kegiatan/proses pelelangan

tahun berikutnya.

Pasal 41

(I) Pelaksana Subsidi Angkutan Udara Kargo yang tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf a akan dikenakan sanksi administratif
berupa tidak diperkenankan mengikuti pelelangan tahun
berikutnya.

(2) Pelaksana Subsidi Angkutan Udara Kargo yang tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf b sampai dengan huruf e akan dilakukan
evaluasi dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai
dasar pertimbangan pada kegiatan/proses pelelangan

tahun berikutnya.

Pasal 42
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2016 tentang Kriteria dan
Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 43
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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NOMOR PM 79 TAHUN 2017

TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN
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DATA KELENGKAPAN PENGAJUAN
USULAN RUTE ANGKUTAN UDARA PERINTIS ATAU
SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO

RUTE
TAHUN ANGGARAN
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PROPINSI
DATA KELENGKAPAN PENGAJUAN USULAN RUTE
PENERBANGAN PERINTIS ATAU SUBSIDI ANGKUTAN UDARA
KARGO

L. Surat pernyataan oleh  Kepala  Unit Penyvelenggara  Bandar
Udara/Koordinator Wilayah terkait tentang kesiapan operasional bandar
udara pada rute-rute yang diusulkan.

0. Kerangka Acuan Kerja (Term of Referrence/TOR) dan perhitungan rincian
kebutuhan anggaran biaya dalam 1 (satu) periode pelaksanasn angkutan udara
perintis / subsidi angkutan udara karge.

[ll. Datadukung per penggal rute:
A, Nama rute perintis/subsidi angkutan udara Kargo:........ooeeeinieaiinnn
B. Alasan ditetapkan sebagai rute perintis/subsidi angkutan udara kargo,
uraikan (sesuai dengan fimngsi keperintisan)

o

Gambar peta rute perintis/subsidi angkutan udara kargoe yang diusulkan.
D. Ketersediaan moda transportasi selain angkutan udara

- Jenis moda

- Tipe moda

- Jarak

- Waktu tempuh

- Trekuensi / minggu

Kapasitas Tempat duduk
- Tarif
- Jumlah armada beroperasi

Frekuensi dan

Jeriis Jurilah Moda Kapasitas Per Minggn Tarif Mada
] Jaralk Wakru 3 .
NO Rute Moda Transportasi Moda Transportasi Teansportasi
Tempul | Tempul .
Lain lain Lain Lair
Pop Erek

W K| =

www.peraturan.go.id
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E. Kemampuan daya beli ditunjukkan dengan data perndapatan per kapita
dan data PDRB dan analisa ekonomi apahila tersedia angkutan udara
‘periritis pada rute tersebut.

F. data lokasi dacrah sesuai dengan penetapan Pemerintal mengenai daerali
perbatasan, terluar dan tertinggal (jika ada)

G. Data Bandara Asal dan Tujuan

Nama Bandara :....o.coiveeen . S — + sebagai: asal / tujuan:
Lokasi Bandara :
a. Desa
b. Kecamatan
¢. Kota / Kabupaten
Propinsi
e Status daerah/wilayah bandar udara sebagai : kota /
kabupaten | kota kecamatan *)
£ Jarak bandara ke pusat kegiatan/kota
- Jenis angkutan/moda

- Waktu tempuh
= Tarif
g Luas daerah kota / kabupaten / kota kecamatan #) Km2
Data Teknis Bandara:
Status Bandara |Dimensi PCN Tipe PKP-PK
(UPBU/ Runway Pesawat — . -
Pemdaf Operasi Katagori Fasilitas
Khusis) Terbesar PRP-PK dan Personil
! selarusnya PKP-PK
{tersedia)

Keterangan lain-lTain :
1. Kesiapan fasilitas bandar udara untuk operasi angkutan udara perintis
2. Apabila tidak tersedia PKP-PK sesuai dengan persyaratan. apa yang
dilakukan.

www.peraturan.go.id
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H  Potensi demand angkutan ndara perintis/ subsidi angkutan udara kargo
1. Angkutan penumpang
Potensi penumpang berdasarkan pekerjaan (urntuk rute baru) :

a)  Pegawai Negeri Sipil :........01g/minggu

by  Pengusaha ... org/minggu
¢ Umum i org/ minggu
d) Lamn-lain (SeDUtkan:............ooooeveevenersveennn | org/minggu

Potensi pemmmpang herdasarkan fujuan perjalanan:
a) Dinas: ..........org/minggu

b) Bismis: ... org/minggu

¢) Sosial: ... org/minggu

d)  Wisata: .......org/minggu

€)  Lain-lain (sebutkan:i......oocooveveiininniinns L org/minggn

9. Angkutan barang (untuk angkutan udara perintis kargo/subsidi
angkutan udara kargo)

Potensi barang berdasarkan jenisnya:

a) Produk pertanian/perkebunan/perikanan :.............. ton/minggu
b} Produk kehutanan:............... ton/minggu

@) Produk olahan: .............. ton/ minggn

d) Produk tambang: ..........ton/ minggu

i Potensi lainnya selain di atas, sebutkan.,

J.  Hasil koordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara, Unit Penyelenggara
Bandar Udara terkait dan Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan hasil
koordinasi.

K. Data-data daerah cakupan bandara asal dan tujuan, seperti di bawah ini.

www.peraturan.go.id
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KOTA / KABUPATEN / KECAMATAN /
DESA CAKUPAN BANDAR UDARA ASAL

a. Nama lokasi

b Status sebagai ¢ kota [ kabupaten [ kota kecamatai *)
G Luasdaerall L L e o Km?
. Jarak Daerah cakupan ke bandar udara ) ... Km?

e. Moda transportasi penghubung ke Bandar Udara
1. Jenis moda
. Tipe moda
Frekuensi / minggu
Kapasitas
Tarif
Waktu tempuh

dD o N oW N

f. Potensi penggerak ekonomi dan prakiraan perkembangan daerah

dalam rangka pembangunan wilayah ( dirinci per sektor / lapangan usaha
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KOTA / KABUPATEN / KECAMATAN /
DESA CAKUPAN BANDAR UDARA TUJUAN

a. Nama lekasi

b. Status sebagai t keta | kabupaten [ kota kecamatan #)
¢. Luas daerah U e Km?2
d. Jarak Daeral cakupan ke bandar udara . v Km?

&, Moda transportasi penghubung ke Bandar Udara
1. Jenis moda
2 Tipe moda
3 Frekuensi / minggu
4 Kapasitas
5 Tarif
8 Waktu tempuh
[. Potensi penggerak ekonomi dan prakiraan perkembangan daerali

dalam rangka pembangunan wilayal ( dirinei per sektor / lapangan usaha

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
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LAMPIRAN 11

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 79 TAHUN 2017

TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN
SURBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO

EVALUASI RUTE PERINTIS ATAU
SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO

1. Data dan Uraian Penjelasan Perkembangan Fungsi Keperintisan

No | Kriteria Sebehum ) Sesudah #) Keterangan
1. menghubungkan daerah Angkutan
terpencil dan daerah Udara
tertinggal atau daerah yang Perintis
belum terlayani olel moda Penumpang
transportasi lain dan
apabila dilayani oleh
angkutan udara niaga
berjadwal belum
menguntungkan
2. | mengangkut barang/kargo Angkutan
ke dan dari daerah terpencil Udara
dan daerah tertinggal atau Perintis
daerah yang belum Kargo

terlayani oleh moda

transportasi lain

www.peraturan.go.id
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3. | mengangkut Subsidi
barang/kargo ke dan dari Angkutan
bandar udara satu ke Udara Kargo

bandar udara lain untuk
diteruskan ke daerah
terpeneil dan daeral
tertinggal atau daerah yang

belum terlayani oleh moda

transportasi lain
4. mendokung  penurunan Angkutan
disparitas harga barang Udara
kebutuhan masyarakat Perintis
Kargo /
Subsidi
Anglkutan
Udara Kargo

#) sebelum dan sesudah dibuka pelayanan angkutan udara perintis/ subsidi angkutan
udara kargo

www.peraturan.go.id
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2. Data Kinerja Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis / Subsidi Angkutan Udara

Kargo

Tabel 1. Data Kineija Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis/ Subsidi Angkutai

Udara Karge

Periode talmn .....

(a) Frekuensi

Rute

Perintis:

Operator

Target

Frekuensi

Realisasi

Prosentase
Realisasi
terhadap

Target (%)

Keterangan
(memenuthi

atan tidak)

Penjelasan

Uraian

OMemenuhi
O Tidak

OMenienuhi
O Tidak

(b)

Jumlah penumpang diangkut

OMemenulhi
O Tidak

Rute

Perintis

| Operator |

Target
Jumlaly
penumpang

minimal

Realisasi

Realisasi
terhadap
Target (%)

Prosentase

Keterangan
(raemenuhi
atau tidak)

Uraian

Penjelasan

OMemerihi
O Tidak

O Memenuhi

O Tidak

0O Memefiihi
O Tidak

www.peraturan.go.id
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Target (%)

-40-
(¢) Jumlah barang/kargo diangkut
Rute Operator |  Target Realisast | Prosentase | Keterangan Uraian
Perintis Jumlah (Kg) Realisasi (mememihi Penjelasan
terhadap atau ticak)

OMemenuhi
O Tidak

O Memenuhi
O Tidak

O Memerntihi
O Tidak

Tabel 2. Check list kriteria-perubahan rute perintis menjadi rute komersial

KRITERIA Ya Tidak Data pendukung
1. terpenuhinya target O Ya O Tidak Waiting list penumpang : ...
penumpang dan orang/ minggu
frekuensi yang telah Pendapatan per kapita = ...
ditetapkan dalam Rp/ Tahun
kontrak
. besaran tarif perintis 0OYa O Tidak | Tarif komersial = ... Rp
telah mendekati tarif Tarif perintis = ... Rp
angkutan udara niaga
berjadwal
. terdapat badan usaha O Ya O Tidak | Panjang runway = ... meter
angkutan udara niaga PCN = ... KN/ m?
berjadwal yang Alat komunikasi = ..,
melayani rute tersebut Alat navigasi = . .
secara komersial dan Fasilitas PRP-PK =....
berkesinambungan Load factor rata-rata =... %

www.peraturan.go.id
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Tabel 8 Check list penghentian penyelenggaraan angkutan udara perintis / subsidi

angkutan udara kargo

KRITERTA

Ya

Tidak

Data pendukung

1. pada rute tersebut
sudah tersedia moda
transportasi lain dengan
kapasitas dan waktu
tempuh yang memadai
dan pelayanan yang

berkesinambungan

O Ya

O Tidak

Jadwal moda transportasi

lain

2. pada rite tersebut
sudal dilayani angkutan
udara niaga berjadwal
sampai dengan akhir
talun anggaran kegiatan
angkutan udara perintis

O Ya

O Tidak

Izin riute angkutan udara
niaga berjadwal yang
diterbitkan oleh Direktur
Jenderal

3. sudah tidak ada
barang/kargo yang
dikirim melalui
angkutan udara
perintis karge dan
Subsidi Angkutan
Udara Kargo

O Ya

O Tidak

Tidak ada permintaan
pengangkiuitan
barang/kargo

4, tersedia moda
transportasi lain yang
dapat mendukung
menurunkan disparitas

harga

O Ya

O Tidak

Jadwal moda transportasi

lain

www.peraturan.go.id
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LAPORAN REALISAS| ANGKUTAN UDARA PERINTIS

TAHUN ANGGARAN *

BANDAR UDARA © .......
PROPINSI & ozcsane
BULAN -

FREKUENS! PENUMPANG PROSENTASE | PrOSENTASE PENUMPANG AKUMULAS| Butan - $/d Bulan oo, KETERANGAN

No RUTE PENCAPAIAN | PENCAPAIAN FREKUENSI PENUMPANG {Pemasalahan)
TARGET | REAUSASI | TARGET | REALISAS! TARGET REALISASI
TARGETFREK | TARGETPAX | PER-FLIGHT | PER-FLIGHT | TaRGET | REALISASI | TARGET | REALISASI

1 2 3 4 5 [} 7 8 9 10 11 12 13 14 15
o {1 n Fi

Koiom 1 Nomor unit nite R
Kolom 2 Nama rute { ditulis rute 2 (dua) arah) KOORDINATOR WILAYAH

Kolom 3 Target Frekuensi Penerbangan pada bulan yang bersangkutan

Kolom 4 Realisasi Frekuensi Penerbangan pada bulan yang bersangkutan

Kolom 5 Target Penumpang Diangkut pada bulan yang bersangkutan

Kolom 6 Realisasi Penumpang Diangkut pada bulan yang bersangkutan XRXHCNK
Kolom 7 ( Realisasi Frekuensi Penerbangan : Targel Frekuensi Penerbangan ) X 100%

Kolom & ( Realisasi Penumpang Diangkut ¢ Target Penumpang Diangkut ) X 100%

Kolom§  Target diangkut p sesuai kontrak
Kalom 10 Rata-rata realisasi diangkut per bulan

Kolom 11 Akumulasi Target Frekuensi Penerbangan sampai dengan bulan yang bersangkutan

Kolom 12 Akumulasi Realisasi Frekuensi Penerbangan sampal dengan bulan yang bersangkutan

Kolom 13 Akumulasi Target Penumpang Diangkut sampai dengan bulan yang bersangkutan

Kolom 14 Akumulasi Realisasi Penumpang Diangkul sampal dengan bulan yang bersangkutan

Kolom 15 Ketesangan (diisi permasalahan dan tindak [anjut permasalahan penyelenggaraan angkutan udara perintis)

www.peraturan.go.id
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LAPORAN REALISASI ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO

TAHUN ANGGARAN
BANDAR UDARA
PROPINSI
BULAN
FREKUENSI BARANG/CARGO | PROSENTASE| PROSENTASE BARANGICARGO AKUMULASI Bulan ... s/d Bulan KETERANGAN
No RUTE = PENCAPAIAN | PENCAPAIAN TARGET REALISASI FREKUENSI BARANGICARGO | (Permasalahan)
TARGET | REALISASI| TARGET | REAUSASI| ra roer Frex| TARGET GARGO | PER FLIGHT| PER-FLIGHT [TARGET [REALISASI [ TARGET|REALISAS]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P juk Pengisian E
Kolom1 Nomeorumtrute e e e e
Kolom 2 Nama mute ( ditulis rute 2 (dua) arah) KOORDINATOR WILAYAH
Kolom3 Target Frekuensi Penerhangan pada bulan yang bersangkutan
Kolom 4 R Fi gan pada bulan yang bersangkutan
Kolom 5 Target Barang/Cargo Diangkut pada bulan yang bersangkutan
Kolom 6 Realisasi BaranglCargo Dlangkut pada bulan yang bersangkutan XO0OOOAHX
Kolom7 ( Reali gan : Target Frek P k ) X100%

Kolom8 ( Realisasi BaranglCargo Diangkut : Target Penumpang Diangkut) X100%

Kolom9 Target Barang/Cargo diangkut per-penerbangan sesuai kontrak

Kolom 10 Rata-rata realisasi Barang/Cargo di per-penerbangan bulan k

Kolom 11 Akumulasi Target Frekuensi Penerbangan sampai dengan bulan yang bersangkutan
Kolom 12 Akumulasi Realisasi Frekuensi Penerbangan sampai dengan bulan yang bersangkutan
Kolom 13 Akumulasi Target Barang/Cargo Diangkut sampai dengan bulan yang bersangkutan
Kolom 14 Akumulasi Realisasi Barang/Cargo Diangkut sampai dengan bulan yang bersangkutan

(o 0

Kolom 15 Keterangan (diisi permasalahan dan tindak lanjut perrr peny ggaraan k 1 udara perintis)

LAPORAN REALISASI SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO

TAHUN ANGGARAN
BANDAR UDARA
PROPINSI
BULAN
FREKUENSI BARANG/CARGO | PROSENTASE| PROSENTASE BARANGICARGO AKUMULASI Bulan ... s/d Bulan KETERANGAN
No RUTE = PENCAPAIAN | PENCAPAIAN TARGET REALISASI FREKUENSI BARANGICARGO | (Permasalahan)
TARGET | REALISASI| TARGET | REAUSASI| ra roer Frex| TARGET GARGO | PER FLIGHT| PER-FLIGHT [TARGET [REALISASI [ TARGET|REALISAS]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P juk Pengisian E
Kolom 1 Nomor urut rute:
Kolom 2 Nama mute ( ditulis rute 2 (dua) arah)
Kolom3 Target Frekuensi Penerbangan pada bulan yang bersangkutan
Kolom 4 R Fi P gan pada bulan yang bersangkutan
Kolom 5 Target Barang/Cargo Diangkut pada bulan yang bersangkutan
Kolom 6 Realisasi BaranglCargo Diangkut pada bulan yang bersangkutan XO0OOOAHX
Kolom7  ( Realisasi Penerbangan : Target Frek P k ) X100%

Kolom8 ( Realisasi BaranglCargo Diangkut : Target Penumpang Diangkut) X100%

Kolom9 Target Barang/Cargo diangkut per-penerbangan s%um kontrak

Kolom 10 Rata-rata realisasi Barang/Cargo di per-pe gan bulan k

Kolom 11 Akumulasi Target Frekuensi Penerbangan sampai dengan bulan yang bersangkutan

Kolom 12 Akumulasi Realisasi Frekuensi Penerbangan sampai dengan bulan yang bersangkutan

Kolom 13 Akumulasi Target Barang/Cargo Diangkut sampai dengan bulan yang bersangkutan

Kolom 14 Akumulasi Realisasi Barang/Cargo Diangkut sampai dengan bulan yang bersangkutan

Kolom 15 Keterangan (diisi permasalahan dan tindak lanjut permasalahan penyelenggaraan k 1 udara perintis)
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REALISASI DAYA SERAP SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTIS

TAHUN ANGGARAN : ...
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PROPINSI : |
BULAN .
DIPA KONTRAK Tanggal : «oooiines
No Subsidi Nomer & Td Kontrak Operalar Nilai Kontrak Akurrru:(aa:u'azaw:1 Serap Ak;r:(uhsr_'_‘ g:va Keterangan
Nomar Angudtis {Jangka Waktu kontrak | & Tipe pesawat & TOC ga ha i
(Rp.» (Rp-) Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7 10
Nomor & Ta! Kontrak - Operator * Niai Kontrak *  _
Jangka Waktu Kontrak: . | Tipe Pesawat: . | TOC per Jam :....
Petuniuk Penaisian Formal
Kolom 1 Nomor sz o
Kolom 2  Nomor DIPA KOORDINATOR WILAYAH
Kolom 3  Besaran Subsidi Angkutan Udara Perintis sesuai DIPA
Kolom 4  Nomor & Tanggal Kontrak serta jangka waktu kontrak
Kolom 5  Nama operator yang melakukan kontrak dan tipe pesawat yang dioperasikan
Kolom &  Nilai kontrak dengan besaran Biaya Operasi Total (Total Operating Cost/TOC) per jam 20000000
Kolom 7  Realisasi daya serap keuangan awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Rupiah
Kolom 8  Realisasi daya serap keuangan awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Prosentase (%)
Kolom 9  Realisasi daya serap fisik awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Prosentase (%)
Kolam 10 Keterangan ( dan subsidi sampai akhir tahun anggaran)
REALISASI DAYA SERAP SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO
TAHUN ANGGARAN : . care =
KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
PROPINSI :
BULAN :
DIPA KONTRAK Tanggal . ........cc...
No Subsidi Nomor & Tgl Kontrak Opesator Nilal Kontrak Akumu::jaga:: Serap Aklsxr:ru!as;ig:ya Ketarangan
Nomor | Angudtis | /Jangka Waktu kontrak | & Tipe pesawat &TOC = =
(Rp.) Rp.) Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nomor & Tgl Kontrak Operator Niai Kontrak :
Jangke Waktu Kontra Tipe Pesawa TOC per Jam
Petunjuk Pengisian Format
Kolom 1 Nomor
Kolom 2 Nomor DIPA KOORDINATOR WILAYAH
Kolom 3 Besaran Subsidi Angkutan Udara Perintis sesuai DIPA
Kolom 4  Nomor & Tanggal Kontrak serta jangka waktu kontrak
Kolom 5 Nama operator yang melakukan kontrak dan tipe pesawat yang dioperasikan
Kolom 6  Nilai kontrak dengan besaran Biaya Operasi Total (Total Operating Cost/TOC) per jam RXXKIKKXK
Kolom 7  Reslisasi daya serap keuangan awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Rupiah
Kolom 8  Reazlisasi daya serap keuangan awal kontrak sampai bulan yang dalam (%)
Kolom @  Realisasi daya serap fisik awal kontrak sampai bulan yang b dalam P (%)
Kolom 10 K 4 dan subsidi sampai akhir tahun anggaran)
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REALISASI|I DAYA SERAP SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO

TAHUN ANGGARAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

PROPINSI
BULAN
DIPA KONTRAK Tanggal :
NE Subsidi Nomor & Tgl Kontrak Operator Nilai Kontrak Akumu‘I:::a:;);: Serap Ak;r::l:ﬂi::vﬂ [rorssm—
Nomor Anguctis | /Jangka Waktu kontrak | & Tipe pesawat 2 ToC
(Rp.) (Rp.) Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nomor & Tgl Kontrak © Operator :. Nial Kontrak :
Jangka Waktu Kontrak Tipe Pesawat:.. | TOC per Jam
Eetunjuk Pengisian Format
Kolom 1 Nomeor B e R P TR PP PP PPPPOPP R PR
Kelom 2 Nomer DIPA KOORDINATOR WILAY AH
Kolom 3 Besaran Subsidl Angkutan Udara Perintis sesuai DIPA
Kaolom 4  Nomor & Tanggal Kontrak serta jangka waktu kontrak
Kolom 6  Nama operator yang melakukan kontrak dan tipe pesawat yang dioperasikan
Kalom 6 Nilai kontrak dengan besaran Biaya Operasi Total (Total Operating Cost/TOC) per jam HOORKXHXXX:
Kolom 7 i daya serap awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalar Rupiah
Kolom 8 i daya serap awal kontrak sampai bulan yang ber datlam Pr (%)
Kolom 9  Realisasi daya serap fisik awal kontrak sampai bulan yang dalam Pr (%)
Kolom 10 Keterangan ( dan subsidi sampai akhir tahun anggaran)
REALISASI DAYA SERAP SUBSIDI ANGKUTAN ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK
TAHUN ANGGARAN @ .
RKUASA PENGGUNA ANGGARAN
PROPINS]
BULAN &
DIPA RONTRAK Tanggal : ....... veane
Subsidi N & Tgl K alk t g 1 1
No b sis lomor ‘gl Kontr: Operator it Boatral I\kumt;{lam Daya Serap Mc\;r:ulai:x D‘:«\ya Reborsngan
Nomor BBM JJangka Waktu kontrak| & Tipe pesawat crangen s s
(Rp.) (Rp.) Re: % %
1 2 3 4 5 6 % 8 9 10
Nomor & Tgl Kontrak : ,...| Operator ;. Niai Kontrak ; ......
Jangka Waktn Kentrak ; .| Tipe Pesawar : .
P ian Format
Kolom 1  Nomor ey s 200
Kolom 2 Nomor DIPA KOORDINATOR WILAYAH
Kolom 3 Besaran Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyals sesuai DIPA
Kolom 4 Nomor & Tanggal Kontralk serta janglks waktu kontralk
Kolom 5 Nama operator yang melakukan kontrak dan tipe pesawat yang memerlulan subsidi BEM
Kolom 6  Nilai kontrak HEKAKRKXHK
Kolom 7 Real daya scrap ) awal kontrak sampa bulan yang bersangkutan dalam Rupiah
Kolom 8 Real daya serap k n awal kontrak sampa bulan yang ber k dalam P (%),
Kolom O Realisast daya serap fisik awal kontrak sampai bulan yang ber kutan dalam Pr. %)

Kolom 10 Keterangan ( jumlah drum & prakiraan kekurangen dan kecukupan subsidi sampai alhir tahun anggaran)
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Kuasa Pengguna Anggaran
Nama Bandara Asal

Nama Operator
Tanggal/Hari

Jenis Pesawat

-46-

LOG BOOK PENGIRIMAN BARANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS CARGO

Jam Keberangkatan

Bandara Tujuan

Rencana Barang Diangkut
Realisasi Barang Diangkut
Rencana Pesawat Berangkat
Realisasi Pesawat Berangkat

No NAMA DAN JENIS BARANG SATUAN BARANG BERAT BARANG (KG) NAMA PENGIRIM
Operator Pengawas UPBU Pengirim
Tanggal (20)
Nama H
Nomor Identitas Pegawai H
Jabatan

S 4

Kuasa Pengguna Anggaran
Nama Bandara Asal

Nama Operator
Tanggal/Hari

Jenis Pesawat

LOG BOOK PENGIRIMAN BARANG SUBSIDI ANGKUTAN CARGO

Jam Keberangkatan

Bandara Tujuan

Rencana Barang Diangkut
Realisasi Barang Diangkut
Rencana Pesawat Berangkat
Realisasi Pesawat Berangkat

No NAMA DAN JENIS BARANG SATUAN BARANG BERAT BARANG (KG) NAMA PENGIRIM
Operator, Pengawas UPBU Pengirim
Tanggal (20)
Nama
Nomor Identitas Pegawai
Jabatan
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LOG BOOK JAM TERBANG HARIAN ANGKUTAN UDARAPERINTIS
TAHUN ANGGARAN

Kuasa
Nama Bandara
Kelas
Bulan
TARGET JAM BERANGKAT 1AM TARIF JUMLAH JUMLAH CARGO ( Kg
NO| TANGGAL RUTE TIPE PESAWAT PENUMPANG wr/utQ) DATANG PENUMPANG PENUMPANG ) KETERANGAN
(Lr/uTq)

1 9
2
3 =
4 =
5 s

Mengetahui, Diverifikasi Oleh :

~Petugas Darat Operalor. 4 koorginator Pengawas/Pengawas * Koordinator Wilayah
Penerbangan (ground staff)
Tanggal
Nama

Nomor |dentitas Pegawai
Jabatan

Catatan,
1 Lembar Putih : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2 Lembar Merah + Operator / Pilot In Command (PIC)
3 Lembar Biru + Kantor Otoritas Bandar Udara
4 Lembar Hijau : Unit Penyelenggara Bandar Udara Asal

5 LembarKuning  :Direktorat Angkutan Udara

Tanda Tangan dan Stempel
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9" EVALUASL DAN INSPEESI PELAKSANAAN ANGHUTAN UBARA PERINTIS ATAU SUBSIDL
ANGHRUTAN UDARA KRARGO
TANGGAL -
EOORDINATOR WILAYAR
NARA BANDARA
L VERIFIEAS DATA LOG BOOK
.  Juomah
= Tarzer SToomlats Moda: | et Walcta MingEs Mods Traasporaz | T=rf Moda
Hhuceb Mcnche: Fonis Tisreper i : “Trozsportasi
Fouxnes s Temapub | Tempuh Lasio, oo
P = ==
a0 = [ [
EN = | I
£ — I |
w
-«
-
wo | Eemerpgne
L
2
-3 [t
= [Agra
5 _[mael
£ eman It
relc Fare T
i N
3 = 5
= -
ES _
D VERIFIKASE DAYA SERAF
e
b, Nomo Eontrole AN - FEH)
Tarsysl Kootk
Nila: Komtralc
d  Adesdum Eontrals
Tangsal Afdendnm Kontrai:
Nilai Arddestim Kemtrnic
e  Heatizas Devs Sersn (Keuansso)
1 Seibcin Detmen Porints Uiz Kars
2 Sulmmdi Angicalac: Bntuin P -
£ Data Lol Cimtas :
P naw
n
2) Saramm Eosuok Slteraatt
e = D
PI  e—
n
o B ’ VDAR A ARG
V@A HAL vAWG FRULD ]
Vi REmomsEnAS)
B EOTA, TANGGAL
X Mengetatnn,
FETUGAS rEmOAWAS orezATos e AKSAWA EEPALA KAWTOR UREIL
v NAMA CPERATOR
n
rann: NAMA PETUGAS OPERATOR _NAwA
PANGEAT EATICE e
e . e
2y arERATOs e AKSAWA,
NAMA OPSRATOR
reasaa RAMA PETUGAS CPERATOR
eANGKAT
e
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